Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Politik hukum tax treaty Indonesia: Kgjian atas tax treaty Indonesia-

Jepang
Muhammad Ro’is, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=107708& |okasi=lokal

Pada milenium ini bangsa Indonesia bersama bangsabangsa lainnya memasuki era globalisas yaitu suatu
keadaan dimanatingkat ketergantungan kehidupan masyarakat dunia akan sangat elastis. Dari sisi ekonomi
akan terjadi integrasi ekonomi dunia dimana faktor-faktor produksi akan mengalir dari / ke suatu negara
tanpa hambatan { cross borderless) sehingga faktor-faktor produksi tersebut akan didistribusikan secara
efisien, efektif, dan ekonomis.

Menyatunya perekonomian dunia di eraglobalisas memberikan iklim yang kondusif terhadap
perkembangan transaksi internasional. Makin pesatnya perkembangan transaksi internasional membawa
keuntungan (benefits) dan sekaligus ancaman (threats). Apabila hal tersebut ditinjau dari sisi penerimaan
pajak maka penghasilan yang timbul dari transaksi internasional akan memberikan kontribusi yang besar
untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri dan sekaligus meningkatkan sumber penerimaan negara
dari sektor pagjak. Di sisi lain kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi dan informasi, perbedaan tarif
pajak dan pemberian fasilitas perpajakan, dan perencanaan pajak secara global akan mengakibatkan
timbulnya permasalahan, yaitu : pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama yang timbul dari
transaks internasional atau pengenaan pajak berganda terhadap subjek pajak yang sama, mendorong upaya-
upaya secara global oleh pelaku bisnis global (misalnya multinational corporation) untuk melakukan
penghindaran pajak berganda.

Apabila permasalahan hukum di atas tidak segera diatas maka hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya
distorsi terhadap perkembangan transaksi internasional dan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan
negara dari sektor pajak.Seperti diketahui bahwa hukum internasional tidak mengatur kaidah-kaidah tentang
hak pemajakan suatu negara. Sehingga salah satu solusi untuk mengatasi permasahan hukum di atas adalah
dengan kesepakatan tax treaty. Tax treaty umumnya mengatur kriteria dual residence, sharing of taxing
rights, method of avoidance of double taxation, mutual agreement procedure. Dimana proses negosiasi tax
treaty tergantung kebijakan masing-masing negara dan bargaining position dalam bernegosiasi.
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